I'l. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan
pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah bawahnya
yang menjadi urusan rumah tangganya. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang

serta kewagjiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pergeseran paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik diwujudkan dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Pemberlakuan undang-undang tersebut diharapkan akan mengubah
pandangan pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional dalam menentukan
arah dan kebijakan pembangunan. Undang-undang tersebut memberikan
kewenangan yang luas, nyatadan bertanggung jawab kepada pemerintah
kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai peluang
untuk secara leluasa mengatur dan melaksanakan pembangunan berdasarkan potens

dan prakarsa daerah (Putra, 2004).
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Pasal 1 (h) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menyebutkan otonomi daerah
adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut, kewengan daerah
tidak hanya terbatas pada urusan yang akan diatur dan dikelola berdasarkan aspiras
dan kebutuhan masyarakatnya (Ramadhanny, 2007). Oleh karenaitu adatiga

prinsip dalam pelaksanaan otonomi dagerah.

a. Desentradisas adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonom dalam kerangka Negara K esatuan Republik Indonesia.

b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kepala daerah
dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang
disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya

kepada yang menugaskan.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah
daerah adalah hak, wewenang dan kewagjiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesual
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah pada hakekatnya
adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, artinya
penetapan kebijakan sendiri, serta pembiayaan sendiri dan pertanggungjawaban daerah

sendiri (Aser, 2005).
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Berpegang padalandasan hukum di atas maka pemerintah daerah mempunyai
wewenang secara penuh untuk untuk mengembangkan dan mengel ola wilayahnya
sendiri berdasarkan potensi yang ada. Untuk itu, pemerintah daerah perlu untuk
mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki daerah karena potensi tersebut sangat

menentukan dalam prioritas pembangunan terutama sektor-sektor unggulan.

2. Dampak Otonomi Daerah

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk
menentukan arah pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Perubahan
dalam sistem ketatanegaraan ini tentu sgja melahirkan warna baru dengan dampak
positif dan negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal
kebijakan dan kewenangan tertentu pemerintah pusat masih memegang kendali
dan memiliki kewenangan mutlak. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan telah
merubah pola kehidupan masyarakat dan cenderung mengikuti potens, latar belakang
dan keadaan suatu daerah yang pada akhirnya dapat mengakibatkan adanya perbedaan
tingkat kesgjahteraan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, bahkan antar
kabupaten/kota dalam satu provinsi. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah
baik provinsi maupun kabupaten/kota sangat dipengaruhi oleh berbagai potensi yang
dimiliki, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya lain.
Perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing daerah ini mendorong perlunya
dibentuk suatu indeks ketimpangan antar wilayah yang dapat digunakan sebagai
ukuran baku dalam membandingkan tingkat hidup antar kabupaten/kota di Provinsi

Lampung.
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Sehingga pada akhirnya dapat diketahui dampak otonomi daerah terhadap kemajuan
suatu daerah dan kesenjangan yang timbul antar daerah dalam aspek sosia ekonomi.
Selanjutnya dianalisa seberapa besar ketimpangan antar wilayah dan faktor-faktor

penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah.

3. Teori Bags Ekonomi (Economic Base Theory)

Dalam pengertian ekonomi regiona dikenal adanya pengertian sektor basis dan
sektor non basis. Pengertian sektor basis (sektor unggulan) padadasarnyaharus
dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala
internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup
internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing
dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional,
suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di
wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh

wilayah lain di pasar nasional atau domestik (Wijaya, 1996).

Inti dari teori basis ekonomi menurut Arsyad, dalam Sadau (2002)

menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah
adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah.
Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga
kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan

penciptaan peluang kerja (job creation).

Pendekatan basis ekonomi sebenarnyadilandas pada pendapat bahwa yang perlu
dikembangkan di sebuah wilayah adalah kemampuan berproduksi dan menjua hasil

produksi tersebut secara efisien dan efektif. Secaraumum, analisisini digunakan
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untuk menentukan sektor basis/pemusatan dan non basis, dengan tujuan untuk
melihat keunggulan komparatif suatu daerah dalam menentukan sektor
andalannya. Pentingnya ditetapkan komoditas unggulan di suatu wilayah
(nasional, provins dan kabupaten) dengan metode LQ didasarkan pada
pertimbangan bahwa ketersediaan dan kapabilitas sumberdaya (alam, moda dan
manusia) untuk menghasilkan dan memasarkan semua komoditas yang dapat
diproduks di suatu wilayah secara simultan relatif terbatas. Selain itu hanya
komoditas-komoditas yang diusahakan secara efisen yang mampu bersaing
secara berkelanjutan, sehingga penetapan komoditas unggulan menjadi keharusan
agar sumberdaya pembangunan di suatu wilayah lebih efisien dan terfokus (Handewi,
2003). Lebih lanjut model ini menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah atas

dua sektor, yaitu:

1. Sektor basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar
domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Sektor basis mampu
menghasilkan produk/jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Itu
berarti daerah secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk
mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain.
Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah
sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan.

2. Sektor non basis, yaitu sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar
daerah itu sendiri sehingga permintaannya sangat dipengaruhi kondisi ekonomi
setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Sektor seperti ini dikenal sebagal sektor non unggulan.
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Menurut Tarigan (2007), metode untuk memilah kegiatan basis dan kegiatan non

basis adalah sebagai berikut:

a. Metode Langsung
Metode langsung dilakukan dengan survel langsung kepada pelaku usaha
kemana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka
membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut.
Kelemahan metode ini yaitu : pertanyaan yang berhubungan dengan
pendapatan data akuratnya sulit diperoleh, dalam kegiatan usaha sering
tercampur kegiatan basis dan non basis.

b. Metode Tidak Langsung
Metode ini dipakai karena rumitnya melakukan survel langsung ditinjau dari
sudut waktu dan biaya. Metode ini menggunakan asumsi, kegiatan tertentu
diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lain yang bukan dikategorikan
basis adalah otomatis menjadi kegiatan basis.

c. Metode Campuran
Metode ini dipakal pada suatu wilayah yang sudah berkembang, cukup
banyak usaha yang tercampur antara kegiatan basis dan kegiatan non basis.
Apabila dipakai metode asumsi murni maka akan memberikan kesalahan
yang besar, jika dipakai metode langsung yang murni maka akan cukup
menyulitkan. Oleh karena itu dilakukan gabungan antara metode langsung dan
metode tidak langsung yang disebut metode campuran. Pelaksanaan metode
campuran dengan melakukan survei pendahuluan yaitu pengumpulan data
sekunder, kemudian dianalisis untuk menentukan kegiatan basis dan non basis.

Asumsinya apabila 70 persen atau lebih produknya diperkirakan dijual ke luar
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wilayah maka maka kegiatan itu langsung dianggap basis. Sebaliknya apabila
70 persen atau lebih produknya dipasarkan ditingkat lokal maka langsung
dianggap non basis. Apabila porsi basis dan non basistidak begitu kontras maka
pors itu harus ditaksir. Untuk menentukan porsi tersebut harus dilakukan survel
lagi dan harus ditentukan sektor mana yang surveinya cukup dengan
pengumpulan data sekunder dan sektor mana yang membutuhkan sampling
pengumpulan data langsung dari pelaku usaha.

d. Metode Location Quotient
Metode LQ membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor
tertentu untuk lingkup wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan porsi
lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama untuk lingkup wilayah yang

|ebih besar.
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banyaknya lapangan kerja/nilai tambah sektor i di wilayah analisis
banyaknya lapangan kerja/nilai tambah di wilayah analisis

banyaknya |apangan kerja/nilai tambah sektor i secara nasional
banyaknya lapangan kerja/nilai tambah secara nasional

Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model
ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang
menjadi pemacu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau dergjat
spesialisasi  kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Dari rumus
diatas, apabila LQ > 1 berarti porsi lapangan kerja atau nilai tambah sektor i di

wilayah analisis terhadap total lapangan kerja atau nilai tambah wilayah adalah

lebih besar dibandingkan dengan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk
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sektor yang sama secara hasional. LQ > 1 memberikan indikasi bahwa sektor
tersebut adalah basis sedangkan apabila LQ < 1 berarti sektor tersebut adalah non

basis.

Location Quotient adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang sederhana
dengan segala kelebihan dan  keterbatasannya. Menurut Hendayana (2000),
kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antaralain
penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data
yang rumit. Keterbatasannya adalah karena demikian sederhananya pendekatan
LQ ini, maka yang dituntut adanya akurasi data. Oleh karena itu validitas data
sangat diperlukan dan sebaiknya untuk series datanya tidak kurang dari 5 tahun.
Inti dari model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu
wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah. Ekspor itu sendiri tidak terbatas pada
bentuk barang-barang dan jasa, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang
asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak

bergerak (Budiharsono, 2001).

4. Teori Ketimpangan Antar Wilayah

Menurut Safrizal (2008), ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang
umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi
disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan
kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini
menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga
menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju

(Developed Region) dan wilayah terbelakang (Underdevel oped Region).
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Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat
kesgahteraan masyarakat antar wilayah. Selain itu ketimpangan antar wilayah
juga membawa implikasi pada perumusan kebijakan pembangunan wilayah yang

dilakukan oleh Pemerintah Dagerah.

a. Hipotesa Neo Klasik

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan antar wilayah mulamula
dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan
Neo Klasik. Dalam teori tersebut dibahas tentang sebuah tentang hubungan antara
tingkat pembangunan ekonomi nasiona suatu negara dengan ketimpangan
pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai
Hipotesa Neo-Klasik. Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses
pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung
meningkat. Prosesini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik
puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-
angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun.
Berdasarkan hipotesaini, bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya
ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada
negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain,
kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf u terbalik.
Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh
Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan
antar wilayah pada negara mau dan negara sedang berkembang dengan
menggunakan data time series dan cross section. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang diformulasi secara teoritis
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ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan
suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar

wilayah, tetapi padatahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya.

b. Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah

menurut Sjafrizal (2008) yaitu:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam.
Perbedaan kandungan sumber daya aam akan mempengaruhi kegiatan
produks pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya
alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan
biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai
kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan
daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya
akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi
sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan
daerah bersangkutan cenderung mempunyai  pertumbuhan ekonomi yang lebih
lambat. Dengan demikian terlihat bahwa perbedaan kandungan sumber daya
aam dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah
menjadi lebih tinggi.

2. Perbedaan kondisi demogréafis.
Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan

struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan



5.

20

kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta
etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis
akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah
dengan kondis demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas
kerja yang lebih tinggi sehinggahal ini akan mendorong peningkatan
investass yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan |apangan kerja dan
pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa.

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan
migras baik yang disponsori pemerintah (transmigrad) atau migrasi spontan.
Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar makakelebihan produksi
suatu daerah tidak dapat di jua ke daerah lain yang membutuhkan.
Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung
tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.
Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana
konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya
akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan
lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

Alokas dana pembangunan antar wilayah.

Alokas dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem
pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan
ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung

lebih rendah. Untuk investas swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan
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pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan
kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan
lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produks yang
harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat
persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung

lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

c. Ukuran Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah.

Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat

ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks williamson yang
dikemukakan oleh Williamson (1965). Williamson mengemukakan model Iw
(indeks tertimbang atau weighted index terhadap jumlah penduduk) dan luw
(tidak tertimbang atau un-weighted index) untuk mengukur tingkat ketimpangan
pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Formula yang digunakan

menurut Sjafrizal (2008) yaitu :

D(Yi-Y )fi/n
lw = O<lw<1
Y
Dimana: y; = PDRB Perkapitadaerahi
Y = PDRB Perkapitaratarata seluruh daerah
F = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah
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B. Penditian Terdahulu

Beberapa peneliti yang mengamati tentang proses terjadinya kesenjangan diantaranya

adalah.

1. Lessmann, dalam Direktorat Kewilayahan | (2007). la meneliti mengenal
hubungan desentralisasi fiskal dengan kesenjangan wilayah. Penelitian ini
mengunakan beberapa data statistik ekonomi 17 negara OECD yang diolah
melalui analisis statistik deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa
negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi memiliki kesenjangan

wilayah yang rendah.

Kewenangan dan otonomi lokal terhadap kapasitas fiskal wilayah yang besar
akan dapat mengurangi kesenjangan. Namun, hasil temuan ini hanya berlaku bagi
negara-negara maju sgja. Bagi negara berkembang dan miskin, desentralisas
mungkin akan menyebabkan semakin tgamnya kesenjangan antar wilayah.
Hal ini disebabkan masih tingginya tingkat korups dan lemahnya kapasitas

pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.

2. Azulaidin (2003) mengidentifikas pengaruh investasi, jumlah penduduk, ekspor
netto dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di
Provins Sumatera Utara dan mengidentifikasi sektor yang menjadi basisekonomi di
wilayah pembangunan serta menggambarkan ketimpangan pembangunan antar
wilayah pembangunan di Provins Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder berupa Produk Domestik Regiona Bruto (PDRB)
atas dasar harga beraku menurut Kabupaten dan Kota, PDRB perkapita, data

penduduk, penanaman moda (PMA dan PMDN ), pengeluaran pemerintah dan data
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ekspor netto Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat
Statistik Sumatera Utara. Badan Koordinasi Penanaman Moda Daerah (BKPMD)
dan BAPPEDA Sumatera Utara. Sebagai dat andlisis yang digunakan adaah
regresi linier berganda. Location Quotient (LQ ) dan Indeks Williamson. Hasil
penelitian ini menggambarkan bahwa di Wilayah Pembangunan Il dan IV
lebih mgu bila dibandingkan dengan Wilayah Pembangunan | dan II.
Secara positif dan sinifikan jumlah penduduk, penanaman modal, pengeluaran
pemerintah dan ekspor netto memeberikan pengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi. Sektor pertanian nmenjadi basis ekonomi di Proving Sumatera
Utara. Tingkat ketimpangan terbesar terdapat didaerah Asahan, Medan. Labuhan
Batu dan yang memiliki ketimpangan rendah adalah Langkat, Tebing Tinggi

dan Tapanuli Selatan.

Rahman (2003) menganaliss peranan basis sektor pertanian daam
pembangunan wilayah di era otonomi. Kesmpulannya bahwa masng-masing
kecamatan di Kabupaten Kuningan memiliki beberapa komoditi basis pertanian
yang jumlahnya berbedabeda, secara kesduruhan surplus pendapatan komoditi
basis yang dihasilkan relatif besar sehingga dapat digunakan untuk membdli
komoditi non basis yang kurang untuk pendapatan masyarakat setempat.

Hasil andlisis LQ dan spesiaisas menunjukkan bahwa hampir semua komoditi
pertanian menyebar dan tidak terdapat spesdisas kegiatan pertanian atau

cenderung menghasilkan komoditi yang beragam.

Daniati (2004) mendliti tentang evaluasi pembentukan Kabupaten Mentawal

salah satunya memakai Location Quotients untuk menentukan sektor
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unggulan. Ditemukan bahwa sektor/sub sektor unggulan di Kabupaten
Mentawai adalah sektor pertanian utamanya sub sektor perkebunan,

peternakan, kehutanan dan perikanan.

Nugroho (2004) meneliti ketimpangan pembangunan di wilayah pesisir Utara
dan Selatan Jawa Barat, digunakan indeks Williamson. Ketimpangan
pembangunan antar kecamatan yang tertinggi terdapat di Kabupaten Ciamis
yaitu 1,54. Sementara ketimpangan pembangunan antar kecamatandi Kabupaten
Garut, Subang dan Karawang relatif sama yaitu 1,00. Ditemukan bahwa
ketimpangan pembangunan sebagian besar berasa dari kecamatan-

kecamatan non pesisir.



